
 

 
 

BERITA NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA 

No.24, 2008 DEPARTEMEN KEHUTANAN. Pedoman. 
Kawasan Hutan. Pinjam Pakai. Penggunaan. 
Pencabutan. 

 
PERATURAN MENTERI KEHUTANAN 

            Nomor : P.43/ Menhut-II/ 2008           
TENTANG  

PEDOMAN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI KEHUTANAN, 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 
P.12/Menhut-II/2004 telah ditetapkan Penggunaan 
Kawasan Hutan Lindung untuk Kegiatan Pertambangan;  

b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 
P.14/Menhut-II/2006 jo Peraturan Menteri Kehutanan 
Nomor P.64/Menhut-II/2006 telah ditetapkan Pedoman 
Pinjam Pakai Kawasan Hutan;  

c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri 
Kehutanan Nomor P.12/Menhut-II/2004 dan Peraturan 
Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhut-II/2006 jo 
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.64/Menhut-II/2006 
sebagaimana tersebut pada huruf a dan b,  perlu 
penyempurnaan terhadap dinamika penggunaan kawasan 
hutan untuk kepentingan di luar kehutanan dengan tetap 
mempertimbangkan kelestarian sumberdaya alam; 

d. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 
2 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis 
Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari 
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Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kepentingan 
Pembangunan Di Luar Kegiatan Kehutanan yang Berlaku 
Pada Departemen Kehutanan,  diperlukan penyempurnaan 
terhadap pengenaan dana Penerimaan Negara Bukan Pajak  
sebagai pengganti lahan kompensasi; 

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Peraturan 
Menteri Kehutanan tentang Pedoman Pinjam Pakai 
Kawasan Hutan. 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi 
Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3419); 

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang 
Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang 
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699); 

4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang 
Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);  

5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4169); 

6. Undang-Undang  Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara 
Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4439); 

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah, yang telah diubah beberapa kali, 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4437); 

8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4725); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2003 tentang 
Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani) 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 67); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang 
Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4452); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang 
Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4453); 

12. Peraturan Pemerintan Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata 
Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta 
Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4696), sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 
2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4814); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Jenis 
dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak 
yang Berasal Dari Penggunaan Kawasan Hutan Untuk 
Kepentingan Pembangunan Di Luar Kegiatan Kehutanan 
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yang Berlaku Pada Departemen Kehutanan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 15, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4813); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang 
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4833); 

16. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang 
Kebijakan Energi Nasional; 

17. Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 2004 tentang 
Perizinan Atau Perjanjian di Bidang Pertambangan Yang 
Berada di Kawasan Hutan; 

18. Keputusan Presiden Nomor 187 / M Tahun 2004 tentang 
Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu, yang telah 
beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden 
Nomor 31 / P Tahun 2007; 

19. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang 
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata 
Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia; 

20. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 146/Kpts-II/1999 
tentang Pedoman Reklamasi Bekas Tambang Dalam 
Kawasan Hutan;  

21. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 32/Kpts-II/2001 
tentang Kriteria dan Standar Pengukuhan Kawasan Hutan; 

22. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 70/Kpts-II/2001 
tentang Penetapan Kawasan Hutan, Perubahan Status dan 
Fungsi Kawasan Hutan, sebagaimana  telah diubah dengan 
Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 48/Kpts-
II/2004; 

23. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 13/Menhut-
II/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen 
Kehutanan, yang telah beberapa kali diubah, terakhir 
dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 
15/Menhut-II/2008; 
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                      MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG 
PEDOMAN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan  : 
1. Pinjam pakai kawasan hutan adalah penggunaan atas sebagian kawasan 

hutan kepada pihak lain untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan 
kehutanan tanpa mengubah status, peruntukan dan fungsi kawasan tersebut.  

2. Pinjam pakai kawasan hutan yang bersifat non komersil adalah kegiatan 
untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang bertujuan 
tidak mencari keuntungan dan pemakai jasa tidak dikenakan tarif dalam 
memakai fasilitas tersebut. 

3. Kompensasi adalah kewajiban peminjam pakai kawasan hutan untuk 
menyediakan dan menyerahkan lahan bukan kawasan hutan atau membayar 
sejumlah dana yang dijadikan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 
sebagai pengganti lahan kompensasi sesuai Peraturan Perundang-undangan. 

4. Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan yang 
selanjutnya disebut PNBP Penggunaan Kawasan Hutan adalah Penerimaan 
Negara Bukan Pajak yang berasal dari penggunaan kawasan hutan untuk 
kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang berlaku pada 
Departemen Kehutanan sebagai pengganti lahan kompensasi sesuai 
Peraturan Perundang-undangan. 

5. Kondisi calon lahan kompensasi yang clear and clean adalah kondisi calon 
lahan kompensasi yang telah jelas statusnya, tidak dalam sengketa, tidak 
dalam penguasaan pihak yang tidak berhak dan tidak dibebani hak atas tanah 
tertentu serta tidak dikelola oleh pihak lain. 

6. Reklamasi adalah usaha memperbaiki atau memulihkan kembali lahan dan 
vegetasi dalam kawasan hutan yang rusak sebagai akibat penggunaan 
kawasan hutan agar dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan 
peruntukannya. 

7. Luas kawasan hutan di atas 30 % (tiga puluh perseratus) adalah luas 
kawasan hutan suatu provinsi yang berdasarkan Keputusan Menteri 
Kehutanan tentang penunjukan kawasan hutan suatu provinsi yang  luas 
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